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BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR §f TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 54 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BONE,
bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Da

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Angge
2025;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Perubahan !
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Te!
Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya,

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesu:
Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisi
Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Da
Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetar

Peraturan Bupati Bone tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjab:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



Mengingat

],

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repu

Indonesia Nomor 3851 ) ;
n Negara Republik Indonesia Tahun 2

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa _

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Und:

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penange
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahaye
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rept
Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Z
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, tera
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Un
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahay:
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repi
Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rept

Indonesia Tahun 2024 Nomor Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

Undang - Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2(

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2027 Nomor Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repu
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Und
Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Da
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nc
6757);

Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Ne
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7067),
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Rept
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Da

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N
6041);



11.

12,

13.

14,

15.

16.

17,

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang
Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 24);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomorl4);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);



19.

20.

21,

22.

23

24.

25.

26.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Bertf

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mente

Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Aloka
Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transt
Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaz
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bo
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 200

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9) ;
Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1440/X11/Tahun 2024 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Ha

Tembakau Tahun Anggaran 2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggc

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 2] :

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daer

Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2021);
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tah

2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 1);



27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten E
Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 7 );

28. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daera

29. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
023 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bone Tahun Angg:

h Tahun 2024 - 2026;

30. Peraturan Bupati Bone Nomor 102 Tahun 2
2024 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 102);

31. Peraturan Bupati Bone Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran P
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 55);

endapatan Dan Belanja Daerah Ta

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2024 TENT

Menetapkan
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025 Nomor 55) diubah sebagai berikut:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp.2.848.292.218.¢
bertambah/berkurang sebesar Rp.131.064.900.000,- sehingga menjadi Rp.2.717.227 .318.663,- dengan rincian sel
berikut:

1. Pendapatan
a. Semula
b. Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp.2.848.292.218.663,00
Rp.2.713.736.152.663,00
Rp. 134.556.066.000,00




2. Belanja

a. Semula Rp.2.801.831.052.403,00
b. Bertambah/ (Berkurang) Rp.2.670.766.152.403,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 131.064.900.000,00
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan Rp. 42.970.000.260,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula Rp.0,00

2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 3.491.166.000.00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 3.491.166.000,00
b. Pengeluaran

1. Semula Rp.46.461.166.260,00

2. Bertambah/ (Berkurang) ) Rp.0.00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 46.461.166.260,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp.(42.970.000.260,00)

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah Perubahan  Rp.0,00

1. Rincian perubahan penjabaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatur dalam Lampiran Peraturan ini,

2. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam B

Derah Kabupaten Bone.
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SULAIMAN

5. ANDI GUNAWAN, S.H., MM, | wnh ANDI ASMAD

Diundangkan di Watampone
pada tanggal, 2% April 2025

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

—
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A. SAHARUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2025 NOMOR Q



